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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dekriminalisasi pada pekerja seks diperlukan dalam melindungi hak asasi 

mereka. Dekriminalisasi merupakan penetapan suatu perbuatan yang awalnya 

tindak pidana menjadi bukan lagi merupakan tindak pidana. Proses ini diakhiri 

dengan terbentuknya undang-undang melalui putusan pengadilan yang mencabut 

ancaman pidana dari perbuatan tersebut (Handoko, 2016). 

Dekriminalisasi pekerja seks berarti ialah penghapusan undang-undang atau 

kebijakan yang mengkriminalisasi dan menghukum pekerja seks yang menjadikan 

pekerja seks sebagai pekerjaan yang dapat ditindak pidana atau ilegal. 

Dekriminalisasi pekerja seks menjadikan kegiatan pekerja seks menjadi legal dan 

sah dengan tetap adanya aturan dan undang-undang yang mengatur atau 

mengorganisir pekerja seks sama seperti pekerjaan lainnya. Dekriminalisasi dalam 

bentuk pencabutan dan penghapusan semua undang-undang yang melarang pekerja 

seks berguna dalam memenuhi hak asasi, perlindungan dan keselamatan pekerja 

seks 

Setiap negara memiliki kewajiban dalam melindungi semua orang tanpa 

meletakkan perbedaan dan diskriminasi termasuk bagi sekelompok orang seperti 

pekerja seks. Hal ini sesuai dengan Dekkarasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 

1948. Diantaranya ialah, pada Pasal 7 menyebutkan bahwa semua orang sama di 

depan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa 
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bentuk diskriminasi. Begitu juga dalam Pasal 23 yang menyebutkan bahwa setiap 

orang sebagai warga dan anggota masyarakat berhak dengan bebas memilih 

pekerjaan dan berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi dari pekerjaan yang 

dijalani.  

Adapun bentuk diskriminasi yang menghukum pekerja seks ialah pekerja seks 

mengalami marginalisasi berdasarkan gender, identitas atau status mereka. Selain 

itu, pekerja seks kerap mengalami celaan dan dianggap melanggar norma sosial. 

Selain itu pekerja seks juga mengalami kekeraan dan pelecehan juga penolakan 

akan akses layanan publik seperti kesehatan dan keadilan. Oleh sebab itu, 

perlindungan bagi pekerja seks sudah seharusnya dijamin atas hak dasar guna 

menghidupi diri demi mewujudkan penghormatan akan hak asasi manusia menurut 

Deklarasi Universal HAM (ICRSE, 2005).  

Selandia Baru merupakan salah satu negara yang menaruh perhatian atas 

para pekerja seks dengan mendekriminalisasi pekerja seks dengan tetap 

memberikan regulasi dalam industri seks dimana peraturan yang diberlakukan ialah 

seperti standar kesehatan, keselamatan kerja dan pengaturan bisnis bertujuan untuk 

melindungi pekerja seks (Jordan, 2005). Dekriminalisasi pekerja seks di Selandia 

Baru diwujudkan melalui Prostitution Reform Act (PRA) 2003. Sebelumnya, 

pekerja seks di Selandia Baru merupakan sesuatu yang ilegal, namun saat PRA 

disahkan, pekerja seks menjadi diakui dan sah (Parliamentary Library Research 

Paper, 2012). Pekerja seks di Selandia Baru pun diberi jaminan perlindungan 

hukum sama seperti pekerja lainnya (Instone & Margerison, 2007). Tujuan dari 

PRA 2003 ini ialah ialah untuk ; (a) melindungi hak asasi pekerja seks dan 

melindungi pekerja seks dari eksploitasi; (b) mempromosikan kesejahteraan dan 
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kesehatan kerja dan keselamatan pekerja seks; (c) membantu untuk kesehatan 

masyarakat; (d) melarang seseorang di bawah usia 18 tahun terlibat dalam 

prostitusi; dan (e) melaksanakan reformasi terkait pada pengesahan PRA 2003 

(New Zealand Government, 2009).  

Penerapan PRA 2003 dapat dilihat melalui hasil tinjaun oleh Prostitution Law 

Review Committee (PLRC) pada tahun 2008. Terlihat bahwa PRA 2003 mampu 

melindungi pekerja seks dimana adanya sikap polisi yang berubah menjadi 

pelindung dan adanya tindak lanjut apabila pekerja seks membuat laporan 

kekerasan dan kejahatan termasuk dari klien dan operator rumah bordil. Hal ini 

terlihat pada kasus seorang pekerja seks yang melaporkan kekerasan dari pemiliki 

rumah bordil di Wellington tempat ia bekerja dimana pekerja seks tersebut dipaksa 

memberikan layanan seksual. Pada akhirnya Human Rights Review Tribunal 

memberikan $25000 atas kasus tersebut (Duff, 2014). Namun PRA 2003 tidak 

menutup kemungkinan bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya menjamin 

perlindungan dalam menghilangkan ketidakdilan terhadap pekerja seks. Contohnya 

ialah pekerja seks melaporkan kepada NZPC bahwa beberapa bank di Selandia 

Baru membatasi jenis layanan bisnis apa yang mereka tawarkan begitu mereka 

mengetahui seseorang tersebut adalah pekerja seks (NZPC, 2018). Selain itu, PRA 

2003 tidak berperan cukup mengenai masalah kepentingan publik seperti prostitusi 

jalanan, perdagangan manusia, hubungan antara prostitus dan kejahatan, 

pemaksaan dan penggunaan narkoba dalam industri seks, peningkatan kasus 

kekerasan seksual, dan pengaruh media terhadap persepsi publik dan klien yang 

tidak terlihat yang diangkat oleh media di Selandia Baru (Fitzharris & Taylor, 

2010). Selanjutnya, masih terdapat pemaksaan dari agen atau operator rumah bordil 
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kepada pekerja seks yang mengarah kepada eksploitasi. Masih adanya stigma 

negatif dan pandangan yang mendiskriminasi pekerja seks yang tersebar luas 

menjadikan hambatan bagi PRA 2003 dalam mewujudkan tujuan UU ini.  

Pada penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai bentuk 

implementasi dari PRA 2003 pada masa pemerintahan Jacinda Ardern tahun 2017-

2021 di Selandia Baru. Jacinda Ardern ialah perdana menteri Selandia ke-40 pada 

tahun 2017 menggantikan Bill English dan kembali terpilih pada tahun 2020 untuk 

periode kedua. Jacinda Ardern sendiri terpilih dari partai buruh dan menjadi 

pemimpin wanita termuda pada usia 37 tahun dalam sejarah pemerintahan Selandia 

Baru dan menjadi salah satu dari 15 pemimpin wanita dalam 193 negara.  

Alasan penulis memilih masa pemerintahan Jacinda Ardern dalam 

mengimplementasikan PRA 2003 ialah karena pribadi Jacinda Ardern tersebut. 

Sebagai perdana menteri, ia dikenal mendukung peningkatan pemberdayaan 

(empowerment) perempuan. Hal ini dibuktikan pada pernyataan Helen Clark, Prime 

Minister tahun 1999-2008 di Selandia Baru yaitu "in a world where there are still 

glass ceilings to be smashed and where many countries continue to have laws, 

policies, and practices that discriminate against women, the message from New 

Zealand is one of hope – that women can break through all barriers and do it in 

their own way as Ardern has done” (Clark, 2018). Selain itu Jacinda Ardern 

memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan tekun, memiliki intelektualitas, 

visioner dan berani mengambil risiko. Tidak hanya itu, Jacinda juga memiliki 

empati atau kepedulian yang besar terhadap warga Selandia Baru yang dibuktikan 

dengan peristiwa penembakan di masjid Christchurch 2019. Beliau juga aktif dan 

tanggap dalam menangani masalah yang terlihat dalam penanganan beliau pada 
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pandemi Covid-19. Beliau juga menuai pujian atas masyarakat global sebagai ‘The 

Most Effective Leader on the Planet’ atas gaya kepemimpinan, kepribadian dan 

kemampuannya.  

Ketika Jacinda Ardern menjadi perdana menteri Selandia Baru, PRA 2003 tetap 

berjalan. Sebelum Jacinda memimpin Selandia Baru, implementasi PRA 2003 tetap 

berjalan sejak pertama kali disahkan, sama halnya ketika Bill English menjadi 

perdana menteri tahun 2016. Saat PRA disahkan, sebelum Jacinda Ardern 

memimpin, implementasi PRA 2003 dalam memenuhi hak pekerja seks sebagai 

individu belum sepenuhnya terlaksanakan. Hal ini dapat dilihat melalui pemahaman 

dan pengalaman pekerja seks mengenai pemenuhan hak yang mereka rasakan 

setelah dekriminalisasi industri seks seperti hak pekerja, keselamatan dan kesehatan 

kerja dan hukum yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan emosional serta 

pengalaman kekerasan dan eksploitasi (Abel & Fitzgerald, 2010). Contohnya ialah, 

pemenuhan hak terbebas dari stigma masih dialami pekerja seks akibat pandangan 

sebagai vektor penyakit menular (Chan & Reidpath, 2003). Selain itu, perawatan 

dan pemeriksaan penyakit menular pada saat PRA disahkan, berkaitan dengan hak 

atas kesehatan, masih harus mengalami diskriminasi dimana secara tidak langsung 

melanggar hak atas perlindungan yang sama dan terbebas dari diskriminasi (Chan 

& Reidpath, 2003). Selanjutnya, hak ketenagakerjaan tidak terpenuhi akibat adanya 

eksploitasi dan pemkasaan dari pengelola rumah bordil kepada pekerja seks (Abel 

& Fitzgerald, 2010). Adapun hal yang menjadi perbedaan pelaksanaan, selain 

pemenuhan hak,  ialah terletak pada program-program yang berkaitan dengan PRA 

2003. Contohnya ialah, pada masa Bill English terdapat program pengecekan 

infeksi penyakit menular seperti gonorhea, klamidia dan lainnya, sedangkan di 
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masa Jacinda selain melanjutkan program diatas, ia melaksanakan subsidi PrEP 

(pre-Exposure Profilaksis) dan Violence Intrervention Program (VIP) (ESR, 2019). 

Terdapat juga program pemerintah yang tetap berjalan sejak awal mula PRA 

dilaksanakan. Contohnya ialah general practices yaitu Recognising and Responding 

to Partner Abuse sebagai panduan mengenai kekerasan termasuk kekerasan seksual 

dan publikasi pedoman keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diterbitkan oleh 

The Department of dan pamflet Ministry of Health mengenai informasi persyaratan 

seks aman yang diatur dalam PRA (Abel & Fitzgerald, 2010). 

Kembali pada alasan penulis memilih masa pemerintahan Jacinda dalam 

mengimplementasikan PRA 2003, maka dari penjelasan diatas, penulis akan 

menguraikan bagaimana bentuk implementasi Prostitution Reform Act 2003 

terhadap pekerja seks di Selandia Baru pada masa kepemimpinan Jacinda Ardern.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fakta dan penjelasan diatas, maka penulis menemukan rumusan 

masalah atas penelitian ini, yaitu, “Bagaimana implementasi Prostiution Reform 

Act 2003 terhadap perlindungan hak pekerja seks di Selandia Baru pada masa 

pemerintahan Jacinda Ardern 2017-2021? 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan 

mengenai bentuk implementasi Prostitution Reform Act 2003 terhadap pekerja seks 

di Selandia Baru pada masa kepemimpinan Jacinda Ardern. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat  

dalam menambah wawasan bagi mahasiswa Hubungan Internasional dan 

penelitian ini diharapkan juga menjadi bahan referensi bagi penstudi yang 

ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

• Bagi penulis 

Dapat meningkatkan wawasan dalam memahami  yang dikeluarkan oleh 

negara Selandia Baru yaitu Prostitution Reform Act 2003 dalam melindungi 

para pekerja seks di Selandia Baru. 

• Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman 

baru kepada masyarakat mengenai PRA 2003. 

• Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan atau 

pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi, memperbaiki atau 

membuat sebuah  khususnya bagi para pekerja seks di Indonesia. 
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